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  Ijab dan qobul merupakan sah atau tidaknya jual beli antara seorang pembeli 

dan penjual.Akad merupakan ikatan antara penjual dan pembeli. Indonesia sebagai 

negara hukum yang mengatur segala yang ada, termasuk tentang pajak. Pajak wajib 

dibayar, ketentuan tersebut diatur dalam Perda nomor 11 tahun 2011. Adanya 

tambahan pajak pada makanan yang dibeli, pembeli merasa dirugikan dan ada rasa 

kekecewaan akibat tidak adanya keterbukaan dari penjual kepada pembeli. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama kota 

banjarmasin mengenai akad jual beli dengan tambahan pajak restoran beserta alasan 

dan dasar hukum yang digunakan oleh para ulama kota Banjarmasin dalam 

menyampaikan pendapatnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif, menggunakan metode observasi dan wawancara, dengan para informan 

berjumlah 4 orang Ulama Kota Banjarmasin. 

Dari pendapat ulama mengenai akad jual beli dengan tambahan pajak 

memiliki dua pendapat yang berbeda, ada yag merasa hal ini tidak menjadi masalah, 

karena sudah menjadi kebiasaan, dan ada yang menganggap bahwa adanya 

kerugian akibat tidak adanya keterbukaan mengenai harga makanan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan 4 orang Ulama Kota 

Banjarmasin yang menyampaikan pendapatnya, terdapat dua persepsi yang 

berbeda, persepsi pertama menganggap akad dengan tambahan pajak tersebut dapat 

merusak rukun dalam akad, dan persepsi yang kedua menganggap akad jual beli 

dengan tambahan pajak tidak merusak rukun dalam akad. Menurut hukum islam 

akad dengan tambahan pajak belum memenuhi rukun dalam akad jual beli dan 

mengandung unsur gharar pada harga makanan, maka akad tersebut tidak sah. 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil ialah, akad dengan tambahan pajak restoran 

dapat merusak rukun dalam akad, karena adanya ketidak terbukaan mengenai harga 

yang tertera pada menu dengan harga yang tertera pada struk pembayaran, yang 

dapat menimbulkan rasa kekecewaan pembeli kepada pihak restoran.  


